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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang amat mendasar dalam kehidupan
manusia karena mencangkup dimensi sosial dan ekonomi. Salah satu tujuan penting
dalam pembangunan ekonomi adalah penyediaan lapangan kerja yang disediakan agar
membuat pertumbuhan angkatan kerja, yang pertumbuhannya lebih cepat dari

pertumbuhan kesempatan kerja sehingga tidak terjadinya beban pengangguran.

Tujuan utama dari tenaga kerja yang bekerja adalah untuk memenuhi
kebutuhan hidupnya, bagi produsen tenaga kerja sangat penting bagi berjalannya
kegiatan produksi dan bagi pemerintah tenaga kerja bisa menambah pemasukan dari
pajak yang telah ditetapkan. Jadi bisa di katakan bahwa tenaga kerja berperan penting

bagi jalannya roda perekonomian di suatu bangsa.

Maka dari penjelasan di atas penyerapan tenaga kerja dapat dijadikan tolak
ukur keberhasilan pembangunan suatu daerah, dengan maksud bahwa penyerapan
tenaga kerja mendukung keberhasilan pembangunan nasional secara keseluruhan.
Ketenagakerjaan merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam usaha

memajukan perekonomian bangsa.

Tenaga kerja juga menjadi modal penting bagi pemerintah dalam menjalankan
perekonomian baik dari segi pemasukan pajak, daya beli dan sebagai konsumsi rumah
tangga. Perlunya kebijakan yang bisa membuka lapangan pekerjaan dan memperluas

inovasi-inovasi dalam pasar tenaga kerja.



Jika kita lihat dalam lingkup perekonomian di Indonesia, salah satu daerah
yang mempunyai daya ekonomi yang cukup besar dan memiliki potensi adalah
Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah memiliki 35 Kabupaten/Kota jumlah
dan daerah yang menjadi pusat perekonomian di Pulau Jawa. Jumlah penduduk
Provinsi Jawa Tengah berdasarkan sensus 2015 adalah 35.557.249 jiwa, apabila di
lihat dari jumlah penduduk maka Jawa Tengah berpotensi untuk menyerap banyak
penduduk tersebut menjadi tenaga kerja.Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari

grafik.1.1 tentang Keadaan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah tahun 2003-2018.
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Grafik 1.1

Jumlah Orang Bekerja dan Pertumbuhan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003- 2018
Sumber : BPS, data diolah

Grafik 1.1 menunjukkan bahwa jumlah pekerja di Provinsi Jawa Tengah
mengalami kecenderungan meningkat. Meski demikian, masih terdapat penurunan
jumlah pekerja di beberapa tahun. Hal ini mengindikasikan masih belum optimalnya

penyediaan kesempatan kerja di Jawa Tengah. Tingkat pertumbuhan yang fluktuatif



menunjukkan kebijakan yang diterapkan belum sesuai dan mampu berjalan dengan

baik dalam menyerap tenaga kerja di Jawa Tengah.

Salah satu factor ang dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja adalah
PDRB, dengan asumsi apabila nilai PDRB meningkat, maka jumlah nilai tambah
output atau penjualan dalam seluruh unit ekonomi disuatu wilayah akan meningkat.
Semakin besar output atau penjualan yang dilakukan perusahaan maka akan
mendorong perusahaan untuk menambah permintaan tenaga kerja agar produksinya
dapat ditingkatkan untuk mengejar peningkatan penjualan yang terjadi (Feriyanto,

2014). Distribusi PDRB di Jawa Tengah dapat dilihat dari grafik 1.2 sebagai berikut :
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Grafik 1. 2

Distribusi PDRB atas Harga Konstan (Seri 2010) di Provinsi Jawa Tengah 2003- 2018
Sumber : BPS, data diolah

Berdasarkan Grafik 1.2, PDRB Jawa Tengah Stabil mengalami kenaikan
setiap tahunnya. Kondisi ini dinilai baik untuk perekonomian karena semakin
meningkat PDRB maka bisa menjadi aspek keadaan Jawa Tengah yang semakin baik
dan produktif. Kondisi PDRB yang meningkat berpotensi membuat perekonomian

suatu daerah berkembang dan juga berpotensi menyerap banyak tenaga kerja.



Dalam proses terjadinya pembangunan ekonomi untuk melakukan langkah
kebijakan dalam pengembangan potensi suatu daerah maka dibutuhkan juga suatu
proses penanaman modal (investasi). Investasi menjadi stimulus bagi daerah untuk
lebih mendorong potensi untuk di serap dan memaksimalkan segala infrastuktur yang
dibangun dalam penyerapan tenaga kerja di daerah tersebut. Menurut Satrio (2010)
peningkatan investasi akan meningkatan kesempatan kerja sehingga tingkat

pengangguran akan menurun.
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Grafik 1. 3

Investasi Penanaman Modal dalam Negeri di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2018
(Realisasi PMDN)

Sumber : BPS dan National Single Window for Investment (NSWI), data diolah

Grafik 1.3 menunjukkan bahwa secara umum investasi di Provinsi Jawa
Tengah mengalami kecenderungan meningkat. Melihat kondisi investasi (PMDN) di
Provinsi Jawa Tengah, maka peningkatan modal sangat berperan penting untuk
meningkatkan kegiatan ekonomi. Oleh karena itu pemerintah perlu berupaya
menghimpun dana atau investasi baik dari pemerintah maupun swasta yang diarahkan
pada kegiatan ekonomi produktif yaitu dengan menggenjot penanaman modal,

terutama penanaman modal dalam negeri (PMDN), guna menciptakan lapangan kerja
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bagi masyarakat.

Investasi akan memberikan dorongan terhadap sebuah perekonomian
contohnya berupa infrastruktur. Infrastuktur yang baik akan meningkatkan sebuah laju
produksi dari bahan mentah kemudian juga laju distribusinya semakin cepat dari satu
daerah ke daerah lain. Peningkatan investasi diharapkan akan menggairahkan
pertumbuhan sektor produksi yang kemudian akan meningkatkan pertumbuhan
ekonomi yang tentu saja juga berimbas pada peningkata penyerapan tenaga Kkerja

akibat terciptanya lapangan kerja baru.

Faktor selanjutnya yang ikut mempengaruhi penyerapan tenaga kerja yaitu
upah. Upah yang lebih rendah mendorong perusahaan menggunakan lebih banyak
tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Keynes menulis dalam “The
General Theory” bahwa kenaikan dalam kesempatan kerja hanya bisa terjadi bila

tingkat upah turun (Mankiw, 2003).

Kondisi upah minimum di Provinsi Jawa Tengah setiap tahunnya mengalami
peningkatan dikarenakan merupakan standar penetapan SK Gubernur Jawa Tengah
setiap tahunnya. Kondisi upah minimum dari setiap kab/kota berbeda-beda. Distribusi
Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat dari

Tabel 1.1 sebagai berikut :

Tabel 1.1
Upah Minimum Provinsi (UMP) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2018
(Rupiah)

Tahun UMP
2003 340400
2004 365000
2005 390000
2006 450000
2007 500000
2008 547000
2009 575000
2010 660000
2011 675000



2012 765000

2013 830000
2014 910000
2015 910000
2016 1367000
2017 1486065
2018 1605396

Sumber : BPS, data diolah

Tabel 1.1 menjelaskan bahwa UMP di Jawa Tengah mengalami kenaikan
setiap tahunnya, upah merupakan hal yang sangat penting bagi tenaga kerja dan
perusahaan. Bagi tenaga kerja, upah adalah penghasilan dan sumber memenuhi
kebutuhan, sementara bagi perusahaan, upah adalah biaya produksi dan bentuk
pengeluaran yang harus dibayarkan. Dengan kecenderungan UMP Jawa Tengah yang
meningkat, para produsen perlu memperhatikan bagaimana mempertahankan

keuntungannya tanpa mengurangi jumlah pekerja.

Memperbaiki sistem upah melalui kebijakan upah minimum merupakan salah
satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah yang berkaitan
dengan ketenagakerjaan. Jika upah tidak menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat
maka tenaga kerja sulit untuk diserap karena upah tidak bisa memenuhi kebutuhan

sehari-hari tenaga kerja. Seharusnya perusahaan memberikan upah yang mampu

memberikan dorongan kesejahterahan bagi tenaga kerja agar output yang dihasilkan

meningkat dengan penambahan upah yang diberikan.

Ketika tenaga kerja menerima upah yang diberikan biasanya akan digunakan
untuk membeli kebutuhan sehari-hari., sehingga hal tersebut dapat memicu inflasi.
Ketika inflasi tinggi maka harga-harga akan meningkat dan membuat para pembeli
urung untuk menggunakan pendapatannya untuk membeli dan produsen mengalami
kerugian. Dengan demikian, perusahaan akan mengurangi jumlah barang yang
diproduksi, dan pada akhirnya mengurangi jumlah pekerja (Nanga, 2005). Grafik 1.4
menampilkan kondisi inflasi di Provinsi Jawa Tengah tahun 2003-2018.
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Grafik 1. 4
Keadaan Inflasi di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2018

(year to year persen)
Sumber: BPS, data diolah

Dari Grafik 1.4 dapat dikatakan bahwa kondisi inflasi di Jawa Tengah
menunjukkan tren yang bagus bagi iklim permintaan tenaga kerja karena jika inflasi
dapat ditekan rendah maka produsen dapat menekan biaya produksi. Jika biaya
produksi cenderung dapat di kendalikan oleh produsen maka keuntungan yang di

dapat bisa dimaksimalkan sepenuhnya dan untuk melakukan produksi tersebut

dibutuhkan perekrutan tenaga kerja. Jadi pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu ikut
serta untuk mengawasi di setiap daerah-daerah dalam melakukan pengendalian inflasi
untuk menstabilkan harga di daerah tersebut. Inflasi yang terkendali dan stabil akan
berdampak baik bagi kegiatan perekonomian karena tidak menimbulkan dampak

negative kepada pelakunya.

Namun tenaga kerja yang banyak belum tentu menjamin bahwa akan membuat
produsen semakin untung dan merekrut tenaga kerja lebih banyak lagi. Hal ini dapat
dijelaskan dengan produktivitas yang dihasilkan oleh tenaga kerja dalam setiap

tahunnya. Produktivitas menjadi acuan bagi perusahaan untuk mengatur bagaimana
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biaya produksi dan tenaga kerja yang di rekrut untuk menyeimbangkan pemasukan
keuntungan dan pengeluaran untuk biaya produksi. Produktivitas juga memiliki arti
sebagai kemampuan menghasilkan barang dan jasa dari berbagai sumber daya atau
faktor produksi yang digunakan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pekerjaan
yang dihasilkan dalam suatu perusahaan. Jadi tenaga kerja merupakan sebagai sumber

daya bagi perusahaan untuk memproduksi dan menghasilkan output.

Hasibuan (2005) mengungkapkan bahwa secara lebih sederhana maksud dari
produktivitas adalah perbandingan secara ilmu hitung antara jumlah yang dihasilkan
dan jumlah setiap sumber yang dipergunakan selama produksi berlangsung. Maka
produktivitas yang baik adalah jika tenaga kerja bisa menghasilkan lebih banyak
output daripda jumlah tenaga kerja yang diperkerjakan. Perkembangan produktivitas

di Provinsi Jawa Tengah tahun 2003-2018 ditampilkan pada Grafik 1.5.
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Grafik 1.5

Distribusi Produktivitas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2018
Sumber: BPS, data diolah

Berdasarkan Grafik 1.5, daya output dari produktivitas tenaga kerja di Jawa
Tengah dilihat dari jumlah pertahun mengalami kenaikan namun dari sisi
pertumbuhan masih belum stabil. Hal ini akan berdampak bagi perusahaan untuk

menambah tenaga kerja atau mengurangi tenaga kerja karena output yang dihasilkan
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belum maksimal dan hanya akan menambah biaya produksi dari upah yang diberikan

kepada tenaga kerja.

Maka diharapkan pemerintah mampu meningkatkan infrastruktur di Jawa
Tengah untuk menambah dan menstimulus daya output tenaga kerja karena
produktivitas berperan penting dalam kebijakan perusahaan dalam mencari tenaga
kerja. Jika daerah tersebut mempunyai infrastruktur yang baik maka percepatan
produksi dan distribusi akan meningkat membuat para tenaga kerja lebih efektif dan

efisien.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan, penyerapan kerja berkaitan
dengan berbagai variabel seperti PDRB, investasi, UMK, produktivitas dan inflasi
dikarenakan variabel-variabel tersebut sering kita temui ketika membicarakan
permintaan tenaga kerja. Maka perlu dilakukan penelitian untuk mengkaji bagaimana
hubungan antara tenaga kerja dengan PDRB, UMK, inflasi, produktivitas dan
investasi untuk mengetahui bahwa variabel tersebut apakah mempunyai hubungan dan
apakah mempunyai pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja untuk mengambil
sebuah kebijakan yang kedepannya dalam hal yang berhubungan dengan

ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Tengah.

B. Rumusan Masalah

Jumlah pekerja di Jawa Tengah setiap tahun mengalami peningkatan (lihat
Grafik 1.1), maka seharusnya diimbangi juga dengan penyerapan tenaga kerja untuk
mengurangi beban angkatan kerja dari Provinsi Jawa Tengah. Jika penyerapan
terkesan lambat dan tidak efektif maka hal ini membuktikan bahwa terjadinya
kesempatan lapangan pekerjaan yang sedikit dan belum efektifnya SDM di Jawa

Tengah.

Kondisi PDRB yang semakin meningkat seharusnya di imbangi dengan
keadaan penyerapan tenaga kerja yang baik namun hal ini tidak sebanding dengan

kondisi ketenagakerjaan di Jawa Tengah. PDRB menjadi tolak ukur sebuah proses



pembangunan ekonomi dalam upaya meningkatan taraf hidup masyarakat dalam
daerah tersebut maka perlu menjadi sebuah pertimbangan sebagai factor yang

berpengarih terhadap peneyerapan tenaga kerja.

Kecilnya investasi yang diberikan oleh pemerintah juga mempengaruhi daerah
di Jawa Tengah dalam melakukan pembangunan karena belanja modal dibutuhkan
oleh setiap dearah untuk meningkatkan infrastruktur sebagai sarana logistik dan

mengembangkan SDM untuk berinovasi terhadap kemajuan teknologi.

Perlunya keikutsertaan pemerintah dalam mengawasi kestabilan inflasi juga
diperlukan untuk menjamin bahwa harga-harga dimasyarakat terjangkau dan
masyarakat didaerah-daerah mampu membeli kebutuhan-kebutuhan tersebut. Jika
kebutuhan-kebutuhan tidak terjangkau/mampu dibeli oleh masyarakat maka menjadi
masalah juga terhadap produsen karena biaya produksi tidak sebanding dengan input

yang diterima.

Masalah upah juga perlu menjadi perhatian bagi pemerintah Jawa Tengah
karena upah juga berdampak kepada biaya pengeluaran perusahaa. Jika perusahaan
merugi maka tenaga kerja yang dipekerjakan akan berpotensi di PHK dan

menurunnya tenaga kerja di Jawa Tengah.

Produktivitas yang fluaktif membuktikan bahwa tenaga kerja di Jawa Tengah
masih mengalami kendala dan belum mampu secara maksimal dalam hal produktif.
Jika output yang dihasilkan tenaga kerja masih belum memenuhi permintaan

perusahaan maka akan berdampak kepada pengurangan tenaga kerja tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, perlu dilakukan sebuah penelitian atas berbagai
masalah yang terjadi di Jawa Tengah terkait penyerapan tenaga kerja. Maka peneliti
merumuskan penelitian dengan rumusan “Bagaimana pengaruh PDRB, investasi,
inflasi, UMK dan produktivitas terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa

Tengah ?”
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C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka tujuan yang hendak dicapai
dalam penelitian ini adalah menganalisis penyerapan tenaga kerja dengan data PDRB,
UMK, investasi, inflasi dan produktivitas dan menetapkan saran- saran berdasarkan
hasil penelitian untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa

Tengah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis

sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
a. Bagi Penulis
1. Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai tata cara penulisan

karya ilmiah yang baik khususnya tentang penyerapan tenaga kerja.

2. Dapat / mampu mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah

dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan.

b. Bagi pembaca atau peneliti selanjutnya
Sebagai bahan referensi dan gambaran yang bermanfaat untuk kajian penelitian

yang berhubungan dengan penyerapan tenaga kerja.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat/berguna sebagai informasi dan pertimbangan
bagi pemerintah daerah untuk/dalam perencaanaan pembangunan khususnya

dalam bidang ketenagakerjaan.
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